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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR }1 TAHUN 2OT4

TENTANG

TATA CARA PENGGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTAN(}GUNGJAWABAN BELANJA SUB$IDI KEPADA

PERUSAHAAN DAERA}I. AIR MINUM TIRTA SINGKII,

BI SM ILLAH I RRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

\J'
BUPATI ACEH SINGKII,,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 hurrrf c dan
Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentemg Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah seuagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir derrgan Peratrrran Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 201[ tenta"ng Pembahan Kedua
Atas Peratura.n Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Peclornan Pengelolaan Keuangan Daerah,
disebutkan bahwa belanja subsidi digunakan untuk
menggangarkan bantuan biaya 'produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat t.erjangkau olch
masyarakat banyak, dan penerima belanja subsidi w4jib
menyampaikan penggunaan dana subsidi kepada Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Br"rpati Aceh
Singkil tentang Tarta Cara Penganggaran, Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Kepada
Pemsahaan l)aerah Air Minum Tirta Singkil;

Undang-Undang .Nomor L4 Tahun 1999 tentang
Pembenfukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(lrmbaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
l{omor 382);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

2.
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3. Undang-Undang . Nomor f 5 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Nega.ra (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negan:a Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tsrhun 2004 tentang
F'emertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AQ4 Nomor 125, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
t.elatr beberapa kali diubah terakhir dengan lJndang
Undang Republik Indone sia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Irrdonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemberran Negara Republik IndonesiaTahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incltrnesia Nomor aS a\

5. Undang-Urrdang Nomor 33 Tahun 2QO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (txmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor Nomor 126, Tambahan
k:mbarran Negara Republik Indonesia 443S);

6. Undang-Und.ang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q06 Nomor 62, Tarnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);

7. Undang.Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentuka.n Peraturan Perundanpi-undangan (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Termbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

B. Peraturan Pemerintah Nomor' 16 Tahun 2OOS tentang
Pengembangan Sistem Penyedia"an Air Minum (I.,embaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor Bg,
Teimbahan l,embaran Negcua Republik Indonesia Nomor
aaeol;

-q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ZO0S tentang
Pr: n gelol aa n Ke ua n gnn [)aer:ah (l-emha ran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO5 Nornor 140, 'lambaha.n l,embaran
Negara Republik Indonesia Nornor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun zoOs tentang
Pedorrran Penlrusunan dan Penerapan ,$tandar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

1 l. Peraturan Pcmerirrtah Nomor I Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(I.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor
2i;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
It{omor a614};
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13.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Slandar Akunti,lnsi Pemerintahan (knrbaran Negara
Rr:publik Indr:nesin Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
I*mbarran Negartr Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pecloman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tel:rh diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 'lahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam
Negeri Nomor' t3 Tahun 2OO€: tentang Pedoman
Fengelolaan Ketrangan Daerah (Berita Negara Republik
lnclonesia'lahun 20l1 Nomor 3lO);

14. Pr:r'aturan Ment<:ri Dalam Negeri Nomclr 23 'la.hun 2OO6

tentang Pcdornan 'l'e krris clan 'I'ata Cara Pengatrrran -Tarif

Air Minurn Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7

tentang Organ dan Kepegawaian Penrsahaan f)aerah Air
Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 'fahun 2Ol4 l-entang Pembent.ukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor I
Tsrhun 2OOO tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15
Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Singkil (L.embaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor I Seri C Tahun 2OO1);

19. Qanun Kabupatcn Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2O10
tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah
Pemsahaan Daerah Air Minurn Tir:ta Singkil (l,embaran
Daerah Kabupat.en Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor L6),
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Katrupaten Aceh
Singkil Nomor 9 T'ahun 2011 tentang Perubahan Pertama
Alas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun
2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sa.mbungan
t{umah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Singkil(I-embaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2Ol l Nomor O9);

Qanun Aceh Singlcil Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang
Pt:ngelolaan Kerrangan Aceh Singkil (lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Qanr:n Aceh Singkil Nomor 3 'lahun 2013 tentang
Anpgaran Pendapatan dern Belanja Keibupaten Aceh
Singkil 'l'ahun Anggaran 2013 (l,embaran Daerah
Kn"bupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nornor O3);
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22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2Ql2
tentang Sistem dan Prosedur Akunta-nsi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2Ol2 Nomor O3);

23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor I Tahun 201"2
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2OL2 Nomor OB);

24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor I Tahun 2014
t.entang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2Ol4 Nomor 01);

IUEMI-]TUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN RUPATI
PBNGGANGGARAN,
PERTANGGUNGJAWABAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR

TENTANG TATA CARA
PENATAI.JSAHAAN DAN
FJELANJA SUBSIDI KDPADA
MINUM TIRTA SINGKIL.

Y
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BAB I

: KITTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas
Bupad dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

3. l3upati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.

5. Dewan Perwakilan Ratqyat Kabupaten yang diselanjutnya
disingkat DPRK Aceh Singkil adalah lembaga perwakilan
ra-kyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD "adalah Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Aceh Singkil.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan y"rng meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

,j
ili
tlilti

il
IJ

l.gr, t t vtqa tut l'/tl A.ndd*nt kn ArryHl



8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaqiutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai flrgas melaksanakan
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang
mela"ksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

Surat Permintaan Pernbayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluarnn unhrk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dc.,kumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna a.nggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintair Pencairan Dana yang selanjr.ltnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan $PM.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil, yang
selanjutnyn disingkat PDAM Tirta Singkil aclalah Badan
IJsaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan
air minum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
Can disetqjui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan
DPRK dan ditetapkan dengan qanun.

Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan unhrk
menganggarkan bantuan biaya produktif kepada
perusahaan lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat.

Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Singkil.
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta
Singlcl.

Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang
memanfaa.tkan air minum dari PDAM Tirta Singkil dan
terdaftar pelanggan.

9.

10.

I l.

12.

13.

14.

15.

16.

L7.

18.

1q.
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20. Pelanggan tertentu adalah pelanggan PDAM Tirta Singkil
yang masuk kategori kelompok nrmah tangga I,
kelompok rumah tangga II, kelompok sosial dan
kelompok hindran umum.

21. Harga Poknk f'}roduksi adalah Biaya produksi berkaitan
dengan barang dan jasa yang diproduksi dalam periode
tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUI)

Pasal 2

ltuang lingkup peraturan bupati ini meliputi tata. - cara
penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban
pemberian belanja subsidi kepada PDAM Tirto Singkil yang
be rsumber dari API3K.

BAT] III
RBSARAN BELAN,"IA SUBSIDI

Pasal 3

I)emerintah Kabupaten Acch Singkil menganggarkan
I3elanja Subsicli yang besilranr.yal berda.sarkan usulan
rlari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
sesua"i dengan pelaturan perundang-undangan yang
berlaku.

I3esarnya Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) clihitung berdasarkan selisih Harga Pokok
Produksi (HPP) clengan Harga Jual kemudian dikalikan
<lengan Volumc Air yang terjual kepada pelanggan
t.ertentu sel.iap bulannya.

I3esarannya Belarrja Subsidi sebagaimana dimaksud pada
iryat {2) ditetapkar:r denga-n Keputusan Bupati Aceh
Singkil.

Volume Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Volume Air dari pemakaian G.olonga.n Pelanggan tertentu
yang akan diberikan Belanja Subsidi dan t.ercantum
dalam formula perhiturrgan belanja Subsidi setiap
bulannya.

liarga Pokok Procluksi (HPP) dihitung berclasarkan biaya-
biaya produksi ya"ng tercantum dalam l.ap<lran Keuangan
l)erusahaan tahr,rn sebelumnya, yang terlebih dahulu
dilakukan nudit operasional oleh Instansi dan/atau
l,embaga yang trerwenang.

(r)

{21

(3)

(41

(s)
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j Pasal 4

Elelanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya procluksi kepada kepae{a PDAM Tirta
Singkil agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
PDAM Tirta Singkil sebel,rm menerima helanja subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus terlebih
dahulu menyampaikan Laporan Keuangan PDAM Tirta
Singkil un audited kepada Bupati Aceh Singkil.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

Belanja subsidi clianggarkan sesuai dengan keperluan
perusahaan penerima subsidi dalam Gnun tentang
}PBK yang peraturan pelaksar:aannya lebih lanjul
dituangkan dalam Perahrran Bupati.
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
diangg:"rkan melalui DPA-SKPKD.

BAB V

PENATAUSAHAAN BELAN,JA SUBSIDI

Bagian Pertama
Azas Umum penatausahcran Belanja Subsidi

Pasal 6

(1) Pelaksanaan angg(aran belanja subsidi berdasarkan atas
DPA-SKPKD.

{l)

(21

(1)

(21

{3)

{4}

(21 Direktur PDAM Tirta singkil yang menerima atau
nreng\rasai uanglbarang/kekayaan yang bersumber darikeuangan rlaerah wajib menyelenggarakan
pcnatausahann sesuai dengan peraturcrn perundang-
undangan.

Pencairan bela'ja subsidi dilakukan setiap bulannya
hrerdasarkan fi>rmula perhitungan subsidi dan
dilampirkan l)afrar Rekening Air Dit^g*, (DRAD) yang
disusun oleh PDAM Tirta Singkil.
Direktur PDAM Tirta singkil menunjuk/menetapkan
pejabat-pejabat yang melaksanakan pengelolaan
l<euangan yang ber:asal dari belanja subsidi.

,\9
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(1)

(2t

(3)

t4)

(1)

(2t

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan

Pasal 7

Dana. belanja subsidi dicatat sebaga.i penerimaan PDAM
Tirta Singkil tahun berjalan.

Untuk mendukung kelancaran tugas PDAM 'lirta. Singkil
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PDAM Tirta
Singkil dapat. nrenunjuk/menetapkan petugas pembantu
penerimaan pemsahaan.

Petugas pembantu penerimaan perusahaan seba.gaimana
climaksud pada ayat (2') melaksanakan fungsi sebagai
kasir dan pembuat dokumen pengeluaran uang.

Petugas pembantu penenma perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 wajib merryelenggarakan
penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan belanja subsidi yang menjadi
tanggungiawabnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran

. Pasal I
setelah Rencana Kerja Anggaran perusahaan clisahkan,
Direktur PDAM Tirta singkil merencanakan penarikan
dana belanja subsidi.

Direktur PDAM. Tirta Singkil mengajukan permintaan
pencairan belanja subsidi dengan meiengkapi dokumen
sesuai dengan aturan peraturan pengelola keuangan
daerah yang berlaku.
PPKD .nemverifikasi kelengkapan perrnintaarr pencairan
Belanja Subsidi.

Dalam hal dokumen kelengkapan permint,aan pencairan
belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan lengkap dan/a.tau sah, ppKD menerbitkan
SPM.

Dalam hal dokurnen kelengkapan perrnintnan pencairan
belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan tidark lengkap dan/atau ticlak sah, ppKfj
menolak menerbitkan SPM.

PPKD dalam melaksanakan tugas verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan
kewenangannya kcpada PPK-SKPKD.

(3)

(4)

({, )

((t)
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(1)

(21

(3)

BAB VI
PBRTANG GUNGJAWAI3AN BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

Dalam penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini, PDAM Tirta Singkil
wajib menyarnpaikan laporan pertanggungiawaban
brJrup& Laporan Keuangan Pemsahaan per 31 Desember
setiap tahunnya.

Pelaporan pertanggungjawaban penggunamn Belanja
Subsidi dilaklrkan secara Triwulan setiap tahun
anggaran

PDAM Tirta Singkil bertarrggungiawab terhadap Belanja
Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U yang
diterimanya dan menjadi objek pemeriksaan bagi
Pengawas Fungsional.

(4) PDAM Tirta Singkil tidak lagi diberi Belanja Subsidi
apabila PDAM Tirta Singkil dinyatakan sehat sesuai
dengan hasil Audit.

(5) Tata cara pernyataan peruseihaan sehat dan tidak lagi
diberikan subsidi dalam pclaksanaannya disesuaikan
dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undan gan yang bedaku.

BAB VTI

PENUTUP

Pasal l0
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, lr ;unt

SINGKIL,

w

vv
9ot4

/

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, rz Auni t0r4
SEKRETARIS DA

ACEH

BERIT

UPATEN

KAE}UPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OI4 NOMOR .,AEI
l0e,dt nsbtn tu^ ttAl ddt!|Lah Aeh Atr{t lL.


